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Judul :Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana
Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa
Narapidana wanita merupakan bagian dari masyarakat, selaku manusia ia
mempunyai hak yang wajib dijunjung tinggi oleh hukum dan pemerintah,
Perlindungan hukum narapidana wanita dengan sistem pemasyarakatan dalam
peraturan perundang-undangan belum diatur. Padahal secara kodrati ada hal-hal
khusus yang mestinya mendapat perhatian terhadap narapidana wanita. Oleh karena
itu permasalahan yang muncul adalah, bagaimana aturan hukum terhadap narapidana
wanita, dan bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita tersebut, sudah
sesuai dengan sistem pemasyarakatan.
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis
normatif. Kemudian, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui
wawancara dan observasi. Adapun, teknik pengolahan data dan analisis data yaitu
dengan cara analisis kualitatif, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, pemberian pembinaan di
LAPAS wanita Kelas IIA Kabupaten Gowa sudah mengacu pada prosedur yang ada
salah satunya yaitu UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan
pemberian Pembinaan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan. dan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita
Kelas IIA di Kabupaten Gowa, telah terlaksana melalui program-progran yang ada,
antara lain: Program keterampilan Kegiatan Penjahitan baju, Kegiatan Kebun, Tata
Boga, KegiatanRajutan, Kegiatan keterampilan menata rambut (salon).
Implikasi dari penelitian ini adalah sangat diharapkan Dalam pembinaan
narapidana wanita memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait
seperti Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga diperoleh
keseimbangan kegiatan perlindungan narapidana wanita secara keseluruhan terutama
dalam masalah perlindungan hukumnya  maupun sistem pembinaan. Demikian pula
warga binaan menghendaki agar pemerintah bisa memberikan dukungan modal kerja
agar keterampilan yang didapat selama menjadi warga binaan dapat memberikan
sumber penghasilan dalam menunjang kehidupannya kelak. khususnya wanita yang
melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kabupaten
Gowa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan pembinaan narapidana baik laki-laki atau perempuan dalam
upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat baik sangatlah penting
dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya
harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang
narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa
pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk
kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata
masyarakat menjadi berubah ke arah yang normal dan sesuai dengan norma dan
hukum yang berlaku.
Dalam Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995tentang Pemasyarakatan disingkat UU Pemasyarakatan jelas dinyatakan
bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan Narapidana dalam
pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam
kaitan inilah pentingnya proses pembinaan yang berlaku dalam sistem
pemasyarakatan yang mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang
lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem balas dendam berupa efek jera.
Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara
eksplisit dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Telah ditentukan bahwa:
semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan
2bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan,1 tetapi sebenarnya kaum wanita masih banyak tertinggal
dalam berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian serius, terutama narapidana
wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Di bidang pendidikan, wanita terbelakang
dengan pria.Di kantor-kantor pemerintah, perusahaan dan industri, wanita
biasanya menduduki posisi lebih rendah dan jarang sekali mendapat posisi
pimpinan.2 Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Frase setiap orang di sini
menegaskan bahwa baik wanita maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang
sama dihadapan hukum.
Kesetaraan kedudukan wanita ini dipertegas lagi dalam pasal 3 Undang-
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan
sebagai berikut:
1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia
yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani utuk
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat
persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam
semangat depan hukum.
1 UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
2 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, (Jakarta: LP 3 ES;
1983), h. 63.
33. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan
kebebasan manusia tanpa diskriminasi.3
Berbeda dengan Pasal 28 UUD 1945 yang berisikan kaidah-kaidah umum
tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Undang-Undang nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) secara eksplisit mengatur hak-hak
wanita yaitu bagian kesimbalan pada Pasal 45 sampai Pasal 51. Muatan
perlindungan hak-hak tersebut antara lain: hak wanita bagian dari HAM (Pasal
45), pengakuan hak politik wanita (Pasal 46), hak wanita atas kewarganegaraan
(Pasal 47), hak wanita atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 48), hak wanita atas
pekerjaan (Pasal 49), hak wanita atas kesehatan reproduksi (Pasal 49), hak wanita
atas perbuatan hukum yang mandiri (Pasal 50), dan hak wanita dalam perkawinan,
perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51). Sementara ini tengah hadir produk
hukum lain yang secara jelas melindungi kedudukan wanita dan merupakan buah
perjuangan dari gerakan-gerakan wanita Indonesia adalah Undang-Undang Nomor
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(UUPKDRT).
Peluang wanita melakukan kejahatan saat ini sering terjadi. Keterlibatan
wanita sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun
keterlibatan ini relatif lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum
wanita dengan segala aspek yang melingukpi antara lain kondisi yang memaksa
untuk melakukan kriminalitas dan  faktor ekonomi yang sangat tidak dapat
dihindarinya. dimata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus
3Pasal 3Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan,
sehingga harus menjalani proses disuatu tempat khusus yaitu lembaga
pemasyarakatan.
Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem
peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah
seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar
terbukti bersalah atau tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan
pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk
pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merahabilitasi) dan
megembalikan (mengintegrasikan) narapidana ke dalam masyarakat, ini
merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan
disamping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan
penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam
pancasila. Untuk melaksankan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga
keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan
maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan
yang telah selesai menjalani pidananya.
Berdasarkan latar belakang dibentuknya UU Pemasyarakatan ini,
memandang pembinaan narapidana yang menjadi program dilembaga
pemasyarakatan, agar kelak apabila selesai menjalani masa hukumannya dapat
diterima dalam kehidupan normal di masyarakat dan memiliki keterampilan kerja
sebagai modal untuk dikembangkan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri.
5Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk
melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem,
kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem
pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu
tatanan mengenal arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
Pembina dan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatatkan kualitas warga
binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.4
Hak-hak normatif yang diatur dalam ketentuan di atas, pembinaannya
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya
belum berjalan optimal karena belum terpenuhinya sumber daya, baik dukungan
sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung berupa fasilitas yang
tersedia di Lembaga Pemasyarakatan maupun dukungan kesejahteraan petugas di
Lembaga Pemasyarakatan. bahwa Program yang dijalankan pada Narapidana
wanita meliputi program pembinaan kerohanian, ibadah sesuai agama yang dianut
penyuluhan dan belajar mengaji khususnya napi yang beragama Islam, Program
keterampilan Kegiatan Penjahitan baju, Kegiatan Kebun, Tata Boga, Kegiatan
4Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
6Rajutan, Kegiatan menata rambut (salon), serta program pembinaan kesadaran
berbangsa, meliputi baris-berbaris, paket kerja A, dll.5
Akan tetapi dalam kenyataan justru terdapat Narapidana yang telah
memperoleh pembinaan di Lembaga pemasyaratan, begitu selesai menjalani
pembinaan dan kemudian dikembalikan ketengah-tengah masyarakat kembali lagi
mengulangi tindak pidana.6
Beberapa sumber dari media massa, dikemukakan bahwa terjadi
overkapasitas di LAPAS Wanita Klas II Tanjung Gusta, Medan. Kapasitas
LAPAS wanita 150 orang tetapi diisi 611 orang. Kamar yang harusnya 12 orang
diisi 38 orang. Sementara itu kamar yang seharusnya 1 orang jadi 4 orang.7
Banyaknya kasus atau masalah yang terjadi di dalam lembaga
pemasyarakatan tidak lepas dari lemahnya sistem keamanan bagi narapidana di
dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman
dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dan petugas Pembina
narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana
maupun tindak kekerasan baik antar narapidana maupun narapidana dengan
petugas lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan
dengan baik dalam membina narapidananya di dalam LAPAS, maka dibutuhkan
suatu sistem keamanan yang sangat faktual  agar menjamin keamanan bagi
narapidana didalam lembaga pemasyarakatan.
5 Muhajir (34 tahun), Pembinaan JFU (Jabatan Fungsional Umum) di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa, Wawancara, Rabu, 1 Maret 2017
6 Ibu Nurmiati Lapabi (54 Tahun), KASIE Kegiatan Kerja, di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kabupaten Gowa, Wawancara, Rabu 1 Maret 2017
7Tarmizi khusairi, http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/28/menengok- kamar –
lapas- wanita medan- yang –overkapasitas, (16 November 2016)
7QS an-Nisā’:4/ 58.
Terjemahnya:
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat.(58)”8
Dari penggalan ayat di atas dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa,
amanat manusia sesama manusia, dan menurut keterangan Al-Razi, keadilan dari
pihak pemerintah, sebagai satu amanat yang mesti dipeliharanya dengan sebaik-
baiknya. Demikian juga ilmu yang diamanahkan Allah kepada ulama, sarjana
hendaklah dijaga dan jangan disembunyikan dan hendaklah mereka menerangkan
hukum atau apa yang diminta dari mereka itu.9
Al-Hadis
 َﻣ َ ِو َذ ٍ ب ْ ُﻮﻠُﻘِﻟ َ ﺐ َﻫ ْ ذ ٍْ ِﲔ ﻧ ِ بﺎَﺒِﻟ ْ ا
 .
)(10
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (CV. Toha Putra; Semarang. Edisi
Baru Terjemah 1989), h. 119.
9Syekh,H.Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Cet; ke2, Jakarta: kencana,
2011).h. 283.
10 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah bin Bardizbah al-
Ju’fi al-Bukhari, Kitab Musnad Ahmad Makhrijan, Juz 14 no.Hadist 8862 (Bab Musnad Abi
Huraira Radhiya Allahu ‘Anhu,), h. 449.
8Artinya:
“Wahai kaum wanita , aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang)
yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati
orang-orang yang sehat akal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita).
Aku telah menyaksikan mereka yang penghuninya paling banyak kaum
wanita. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin.”(HR.
Bukhari)
Beberapa peraturan dan tuntutan yang berkaitan dengan wanita adalah
semata-mata untuk menjaga maruah (kehormatan) dan kemuliaan mereka. Wanita
mempunyai hak dan harus dilayani sesuai dengan fitrah dan kejadian mereka,
layanan istimewah ini bukan saja terhadap wanita Islam malah terhadap wanita
bukan Islam.
Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi
penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam
bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan
Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kabupaten Gowa”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana aturan Hukum tentang Pembinaan bagi Narapidana Wanita?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa?
9C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan,dan
terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta mempermudah penulis
dalam menyelesaikan penulisan. Penelitian ini akan fokus pada penerepan aturan
terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita. Maka dari itu penulis
mefokuskan penelitian ini pada Lembaga Pemasyarkatan (LAPAS) Kelas IIA
Kabupaten Gowa.
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus
1. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk
memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap
Narapidana wanita di LAPAS Kelas IIA Kabupaten Gowa.
2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana
wanita di LAPAS Kelas II A Kabupaten Gowa.
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam
memaksimalkan pembinaan Narapidana Wanita di LAPASKelas II A
Kabupaten Gowa.
1. Manfaat Teoritis
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana
pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di LAPAS Kelas IIA
Kabupaten Gowa sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan
undang-undang yang mengatur.Adapaun manfaat teoritis dari penelitian
ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum
yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis,
bahwa suatu Perundangan-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai,
serta sempurna dalam prakteknya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi
dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah
terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya
mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan
narapidana.
b. Bagi Petugas Lapas hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan Narapidana yang
berlandaskan UU Pemasyarakatan agar efektivitas Lapas tersebut
dalam memberikan pembinaan dapat terjamin.
c. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan
sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam upaya peningkatan pembinaan oleh Lembaga
Pemasyarakatan.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Landasan Hukum Pembinaan dalam Konsep Pemasyarakatan
Pembinaan Narapidana dan Anak didik berdasarkan sistem
Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana
dan Anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari
manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau
kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus
diberantas atau dimusnahkan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari
narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal
yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk
mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna
danbertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial
demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, Pada Pasal 1 (1)
menyatakan bahwa Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektualitasnya, sikap, dan
perilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik
pemasyarakatan. Dalam kaitan itu pembinaan terhadap Narapidana pada
umumnya di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemasyarakatan, yang pada
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hakekatnya adalah suatu proses pelaksanaan pembinaan yang menjadi inti
kegiatan dengan melibatkan komponen pembina, yang dibina dan masyarakat.1
Tujuan diaturnya pembinaan terhadap Narapidana, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 (2)
menyatakan bahwa untuk membentuk Narapidana menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang
baik dan bertanggung jawab. Agar pembinaan terhadap Narapidana berjalan
dengan baik dan efektif, dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka pelaksanaan penyelenggaraan
pembinaan Narapidana wanita harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas. Selain
berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, faktor-faktor yang menghambat
penerapan prinsip tersebut agar dapat dielemenir sedini mungkin dalam
melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa Sistem
Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,  Jakarta, 1999.
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Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo, bahwa
hasil Konferensi Dinas Kepenjaraan Tahun 1964 dan kebijakan Presiden saat
membuka Konferensi Kepenjaraan 1964 tersebut. Dalam amanat presiden saat
membuka Konferensi ditegaskan, bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah
makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan
Indonesia para Narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan
dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif.2.
Di ranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam
upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan
dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini
secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem
pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman,
persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan
harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya
penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan
orang-orang tertentu. Selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 14 UU
Pemasyarakatan, bahwa setiap Narapidana memiliki hak sebagai berikut:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
2Saharjo, Pohon Beringin Pengayom Hukum Pantjasila/Manipo/Usdek, Pidato pada
Upacara Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas
Indonesia. 1963      h. 63
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8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Baharuddin Lopa, mengemukakan bahwa ada tiga syarat untuk tegaknya
hukum dan keadilan di masyarakat, yaitu adanya peraturan hukum yang sesuai
dengan aspirasi masyarakat, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan
bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji, dan adanya kesadaran
hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. 3
Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam “Gestichten
Reglemen” atau Reglemen Penjara, Stb tanggal 10 Desember Tahun 1917 No 708,
Namun sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), maka reglemen
penjara sudah tidak berlaku lagi.Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan
pidana penjara maka pada Tahun 1964, istilah sistem kepenjaraan telah diubah
menjadi sistem pemasyarakatan dan istilah penjara diganti menjadi lembaga
pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan Pasal 1 ke 2 dan 3). Disebutkan bahwa
sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
3Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 3-4.
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meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung
jawab.
B. Pembinaan Narapidana
Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan
pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien
pemasyarakatan. Yang di maksud narapidana adalah terpidana yang mejalani
pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lembaga pemasyarakatan yang di sebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan4. Poerwadarminta mendefinisikan pembinaan sebagai berikut:
1. Pembinaan merupkan proses, cara membina;
2. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan;
3. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya
guna, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.5.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 (1), yang dimaksud
dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,
kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Sedangkan dalam angka 2, yang dimaksud dengan pembimbingan adalah
4 Pasal 1 ayat (5) dan (7) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5Poerwadarminta. W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka. 1987),
h. 85
16
pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan
rohani klien pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan
mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan
masyarakat, serta pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan
pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas
dan bertanggungjawab.
Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem
pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang
bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi
masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam
masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan
terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Model pembinaan seperti ini sebenarnya
sudahdijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-
Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemenpenjara,
aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.6
Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membinadirinya
sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidakdibina tetapi
dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih darimengawasi narapidana
agar tidak membuat keributan dan tidak melarikandiri dari penjara.Pendidikan dan
pekerjaan yang diberikan hanyalahsebagai pengisi waktu luang, namun
dimanfaatkan secara ekonomis.
6Harsono, Hs C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana.( Jakarta: Djambatan, 1995), h. 8.
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Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempatmenampung
para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera(regred) dan tidak
lagi melakukan tindak pidana.Untuk itu peraturan-peraturandibuat keras, bahkan
sering tidak manusiawi.7
Tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, sistem pemidanaan seperti itu
sudah mulai dihapuskan dan diganti dengan sistem pemidanaan yang lebih
memberikan manfaat bagi narapidana. Seperti halnya di indonesia, pelaksanaan
pidana dilakukan dengan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Hal ini
ditegaskan pada keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan kepenjaraan pada
tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di
indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarkatan. Amanat Presiden RI dalam
konferensi dinas tersebut menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan
pidana penjara di Indonesia dengan mengubah nama kepenjaraan menjadi
pemasyarakatan. Adapun Kesepuluh prinsip-prinsip pemasyarakatan yang
disepakati sebagai pedoman, pembinaan dan pembimbingan terhadap Narapidana
di Indonesia sebagai berikut:8
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal
hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan
denganbimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelumia
masuk penjara.
7 Harsono, Hs C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. ( Jakarta: Djambatan, 1995), h. 9-10.
8 Marjaman, Warta Pemasyarakatan,(Jakarta: Direktoral JenderalPemasyarakatan,
2006), h.3
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5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus
dikenalkepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifatmengisi
waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepantingan lembagaatau negara
saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untukpembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai
manusiameskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada
narapidanabahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu
hambatanpelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-UndangNo. 12
Tahun 1995 adalah:
“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan wargabinaan
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secaraterpadu antara
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkankualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapatditerima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dan aktif berperan dalampembangunan dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga negara yangbaik dan bertanggung jawab”.9
Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan
jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan
watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung
jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan
kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya
9Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab. Tujuan pembinaan pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga
hal yaitu :
1. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam
membangun bangsa dan Negara.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendekatkan
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.10
Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa
memberikanPembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun
narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan
kearahperkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang
menjadiproduktif.
UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14,sangat jelas
mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuniLembaga Pemasyarakatan
yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnyayang tidak dilarang.
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang
tertentulainnya
h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10Andi Hamzah, Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan di Indonesia (Cet.I; Jakarta:
November, 1983), h.17.
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j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.
Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengankebanyakan
orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat
komponen penting dalam membina narapidana yaitu:11
a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidanapada
saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapatmasyarakat biasa,
pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugaskeagamaan,
petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan,BAPAS, hakim
dan lain sebagainya.
Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana
atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-Undang. Namun secara
moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat
diharapkan.
Dengan lahirnya Sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan
narapidana dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara,
akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Begitu pula perlakuan
terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem kepenjaraan lebih menekankan
11 Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan., h. 51.
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pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan agar narapidana
dan anak didik benar-benar jera, sehingga tidak mengulangi melakukan tindak
pidana. Sedangkan perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem
pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan
pelatihan sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana
dalam lembaga pemasyarakatan dapat benar-benar sadar dan insyaf untuk
kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan
warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung
tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang
aman dan tentram.12
C. Pola Pembinaan Narapidana
1. Pengertian
a. Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi
pelayanan tahanan, pembinaan Narapidana, anak negara dan bimbingan
klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan
bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar
mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga
masyarakat yang baik.
b. Warga binaan pemasyarakatan meliputi:
1) Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di
Lembaga Pemasyarakatan.
12A. Widiana Gunakarya S.A,Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, (Bandung:Armico,
1988), hal.25.
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2) Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan
dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
3) Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balal Bispa) yang
berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.
4) Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut Tahanan, ialah tersangka
atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis
pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana.
d. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana teknis
pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina anak
negara.
e. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai
Bispa) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani
pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat
(dewasa dan anak), Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat
dan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat
pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak
negara yang mendapat cuti menielang bebas serta anak negara yang
oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
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f. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit
pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
g. Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan
tahanan, pembinaan Narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.
- Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari
mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
- Pembinaan Narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang
ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi
pekerti) para Narapidana dan anak didik yang berada di dalam
Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).
- Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk
memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien
Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).
h. Pembina adalah:
1) Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung
terhadap napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment).
2) Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang
secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau
mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramural
treatment).
i. Pembimbing adalah petugas Bispa yang merbimbing klien
Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).
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j. Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang
selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberi
pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan
terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana, anak negara/sipil dan
klien pemasyarakatan. TPP dapat dibedakan:
- TPP tingkat Pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
- TPP tingkat Wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman.
- TPP tingkat Daerah yang berkedudukan di Lembaga
Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dan Balai Bispa.
2. Tujuan Pembinaan
Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan
narapidana yang sering pula disebut "therapeutics process", maka jelas
bahwa membina Narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan
seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-
kelemahan yang dimilikinya.
Secara umum pembinaan Narapidana bertujuan agar mereka dapat
menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah
pembangunan nasional melalui jalur pendekatan
a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam
kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan
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kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani
pidananya.
Secara khusus pembinaan Narapidana ditujukan agar selama masa
pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya;
a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya
serta bersikap optimis akan masa depannya.
b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk
bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan
pembangunan nasional.
c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada
sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu
menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa
dan negara.
Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka
bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi
waktuagar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti
berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan
kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya
di Pengadilan.
Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan
pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya
mereka telah bebas.
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Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk
mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat,
maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar:
a. mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara
Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan
negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya.
b. mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu
menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.
3. Cara Pembinaan
a. Pemahaman tugas-tugas yang diemban
Untuk menentukan cara pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas,
Karutan/Kacabrutan dan Kabispa serta seluruh petugas harus terlebih
dahulu mengenai apa yang menjadi tugas pokok mereka. Di bawah ini
diuraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan
dalammenyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek
sebagai berikut: a) Tujuan kegiatan, b) Target kegiatan, c) Pelaksana
kegiatan (petugas), d) Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan), e)
Jenis kegiatan, f) Sarana dan biaya, g) Jangka waktu dan skedul kegiatan,
h) Monitoring dan Evaluasi.
b. Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu
dipahami meliputi: a) Jenis perkara, b) Jenis pidana, c) Lamanya masa
pidana, d) Jenis kelamin, e) Usia, f) Agama, g) Suku bangsa, h) Kondisi
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fisik dan psikologis, i) Residivis atau bukan, j) Latar belakang pribadi,
pendidikan, status keluarga, tingkat sosial, status sosial, k) Bakat-bakat
dan hobby.
Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak
akan dapat menerapkan cara pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan
pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor penghambat sehingga
dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.
c. Cara pembinaan/bimbingan meliputi:
1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan
antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
2) Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah
lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama
mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang
terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia
yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan
kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
3) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang
disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5) Pendekatan individual dan kelompok.
6) Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan
kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdiannya terhadap
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negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran
pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam
bentuk ETOS KERJA yang isinya:
- Kami Petugas Pemasyarakatan Adalah Abdi Hukum, Pembina
Narapidana Dan Pengayom Masyarakat
- Kami Petugas Pemasyarakatan Wajib Bersikap Bijaksa-Na Dan
Bertindak Adil Dalam Pelaksanaan Tugas.
- Kami Petugas Pemasyarakatan Bertekad Menjadi Suri Teladan
Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasya-Rakatan Yang
Berdasarkan Pancasila.
Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk
memberi tunjangan bagi petugas- petugas pemasyarakatan, maka imbalan
yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang
disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa mengenal letah. Oleh
karena itu, siapa pun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang
bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa.
Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas
pemasyarakatan, yang dapat menjadi Petugas Pemasyarakatan yang baik.
4. Pelaksanaan Pembinaan
Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga
binaan pemasyarakatan (Narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan
dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka
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seteiah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya
dapat menjadi warga masyarakat yang baik.
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta
mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh
tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasya-
rakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus
memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.
Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan
dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam
10 Prinsip Pemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab
IV.
Pada dasarnya arah pelavanan, pembinaan dan bimbingan yang
perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan
pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.
A. RUANG LINGKUP PEMBINAAN
Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke delam dua
bidang yakni:
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
a. Pembinaan kesadaran beragama.
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama
memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat
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menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan
perbutan-perbutan yang salah.
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka
agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi
bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa
dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir
warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga
dapatmenuniang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama
masa pembinaan.
Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui
pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan
formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah
ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua
warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal,
diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui
kursus- kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.
Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling
murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari
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luar, misainya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar
radio dan sebagainya.
Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal
maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program
Keiar Paket A dan Kejar Usaha.
d. Pembinaan kesadaran hukum.
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan
dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan
untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga
sebagaianggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya
dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman,
kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara
Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih
lahjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang
dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah
berada kembati di tengah-tengah masyarakat.
Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni
penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam
TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat
bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan,
temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.
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Cara pendekatan yang diutamakan ialah cara persuasif, edukatif,
komunikatif dan akomodatif (PEKA).
e. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di
bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial
kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas Narapidana mudah
diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini,
kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus
untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial
secaragotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke
masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.
2. Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui
program-program:
a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya
kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-
alat elektronika dan sebagainya.
b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil,
misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan
bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh
mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan
makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata,
genteng, batako).
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c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-
masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu
diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki
kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke
perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan
bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan
pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya
atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan
sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha
tambak udang.13
D. Perempuan dalam Pemasyarakatan
Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 secara hukum kaum wanita di Indonesia
mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Hal ini berarti peranan
wanita meliputi berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, dan sosial
budaya. Ketentuan ini dianggap sebagai mandat untuk memberikan akses dan
kontrol yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang. Atas
dasar mandat itulah pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa konvensi
internasional yang bertujuan menghapuskan diskriminasi dan meningkatkan status
perempuan. Seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Konvensi
Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.Asumsi bahwa perempuan adalah
13Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor : M. 02-Pk.04.10 tahun 1990 tentangPola
Pembinaan Narapidana/Tahanan
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pengurus utama keluarga, lemah dan harus dilindungi juga tampak pada
ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No 25 Tahun 1997 Tentang
Ketenagakerjaan, seperti halnya larangan kerja malam bagi perempuan.14
Membahas sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem sering terjebak
dalam pola pikir yang lebih berorientasi pada kebutuhan Narapidana laki-laki
dewasa sebagai mayoritas dari keseluruhan populasi Narapidana di
Indonesia.Sebagai konsekuensi, isu-isu yang spesifik tentang perempuan dalam
pemasyarakatan sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan tercermin
pula dalam setiap kebijakan. Dalam kebijakan sistem pemasyarakatan, hal yang
spesifik gender baru terbatas pada pembedaan tempat dalam proses pembinaan
terhadap narapidana wanita, yaitu di LAPAS khusus wanita. Secara prinsipil yang
seharusnya dilakukan adalah menjadikan aspek spesifik gender sebagai dasar
pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam pemasyarakatan. Baik
tercermin pada manajemen (struktur) organisasi, proses perencanaan dan
penganggaran, pengembangan sumber daya manusia sistem pemasyarakatan,
teknis sistem pemasyarakatan, serta dalam aspek pengawasan dan
partisipasi.Tujuan akhirnya adalah dihasilkannya kebijakan-kebijakan sistem
pemasyarakatan khusus perempuan yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan
pemasyarakatan terhadap Narapidana laki-laki dewasa. Selama ini proses
pembinaan untuk perempuan cenderung tidak memiliki perbedaan yang spesifik
dan terukur dengan laki-laki dewasa. Hal utama yang diperlukan adalah sebuah
kebijakan khusus yang komprehensif dan tidak bersifat parsial. Seperti dibuatnya
14Suwarto, Pengembangan Paradigma Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan
Narapidana Wanita, Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh no. 2 Medan, 2007,
h. 63-64.
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aturan-aturan khusus tentang pola pembinaan untuk perempuan, juga dalam
proses penganggaran.
Pola pembimbingan, pelayanan, dan pembinaan spesifik yang sesuai
dengan kebutuhan perempuan perlu dirumuskan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan bersama dengan stakeholder terkait yang memiliki perhatian pada
masalah perempuan. Namun demikian, secara umum pola pembimbingan,
pelayanan, dan pembinaan spesifik perempuan ini akan didasari oleh prinsip
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, seperti penekanan
pada pendidikan pelayanan psikologis dan kesehatan. Serta yang jauh lebih
penting adalah optimalisasi deinstitusionalisasi penghukuman, dimana penjara
adalah alternatif terakhir bagi perempuan yang memiliki tanggungan anak. Salah
satu kebijakan mengenai perempuan dalam pemasyarakatan yaitu pada instrument
internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan; Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners (1955), dalam aspek tertentu telah memberikan
pedoman dimana pada bagian I, aturan nomor 23 dari SMR menjelaskan bahwa:
(1) Dalam lembaga pemasyarakatan perempuan harus ada akomodasi untuk semua
perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan.
Harus dibuat perencanaan bilamana dapat dilakukan agar seorang anak lahir
dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran. (2)
Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang
disiapkan, harus dipersiapkan satu tempat penitipan yang dilengkapi dengan
petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak
dalam penjagaan ibu mereka.
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Beberapa masalah yang dominan dalam pemasyarakatan narapidana
perempuan terkait dengan psikologis narapidana serta substansi pembinaan yang
lebih menekankan pembinaan yang bersifat kewanitaan. Masalah psikologis
berupa kecemasan hingga depresi yang dialami narapidana perempuan ini sangat
terkait dengan tekanan struktur sosial dan budaya (dominan patriarki).Selain itu
beberapa narapidana perempuan juga berhadapan dengan belum maksimalnya
jaminan hak untuk merawat dan mengasuh anak (yang masih berusia di bawah 2
Tahun) di dalam LAPAS. Adanya kebijakan menutup pintu kamar membuat anak-
anak turut terpenjara bersama.Selain itu, tekanan psikologis lainnya yang umum
diderita Narapidana perempuan adalah perceraian oleh suami akibat stigma
terhadap dirinya yang berstatus narapidana. Hal ini juga tergantung pada nasib
tidak jelasnya seorang anak.
Secara umum, permasalahan narapidana perempuan ini sangat terkait dengan
kesadaran, perhatian serta prioritas dari pemerintah, khususnya Departemen
Hukum dan HAM. Strategi kebijakan bagi LAPAS Laki-laki dewasa yang lebih
menekankan aspek keamanan, menjadi acuan bagi LAPAS Wanita, serta adanya
pengabaian kenyataan bahwa tingkat pelarian warga di LAPAS Wanita sangat
kecil. Kebijakan ini tentunya juga merugikan para Warga Binaan yang ingin agar
anak-anaknya bisa menghirup udara di luar kamar lebih lama. Kenyataan lainnya
dari marjinal isu perempuan dari proses perencanaan dan penganggaran. Beberapa
kasus spesifik asalah tidak terdapatnya anggaran khusus bagi perawatan kesehatan
reproduksi, belum dipenuhinya kebutuhan obat-obatan hormonal, serta dalam
tindakan medis darurat.Banyak diantara kejahatan yang dilakukan oleh perempuan
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adalah pilihan yang sulit di tengah keputusasaan. Oleh karenanya, proses
pemasyarakatan bagi perempuan jelas harus berbeda dengan dominan yang
diterapkan pada Narapidana laki-laki dewasa.
Strategi kebijakan yang menekankan pada aspek keamanan yang jauh dari
sensitifitas gender juga mengurangi hak warga binaan perempuan untuk
mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga. Budaya Indonesia yang menempatkan
beban pengasuhan dan perawatan keluarga pada perempuanlah yang
menyebabkan warga binaan tidak kembali setelah mendapat CMK terkait adanya
beban psikologis.Oleh karenanya upaya antisipatif adalah membuka ruang
komunikasi yang lebih baik dengan keluarganya.Selain permasalahan ketika di
dalam lembaga, permasalahan spesifik Narapidana perempuan juga berlanjut
hingga masa bebas.
Studi Sahardjo, ada sejumlah prinsip dari program-program yang
dianggap sensitif dan responsif gender, yaitu:
1. Menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman isu-isu perempuan
dan kebutuhan perempuan yang kompleks dan yang mengerti bagaimana
mengimplementasikan pelayanan yang sensitif gender secara praktis.
2. Menjamin pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan atas
perawatan dan perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi di
dalam proses pembuatan keputusan.
3. Menggunakan pendekatan holistik.
4. Mengakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran gender
yang dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi perempuan.
5. Menjamin bahwa fokusnya adalah pada mengembangkan
danmengimplementasikan layanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan
perempuan, dan bukannya memaksakan agar perempuan “cocok” dengan
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layanan yang sudah ada sebelumnya yang hanya memenuhi kebutuhan
kelompok-kelompok yang didominasi laki-laki.15
E. Pembinaan Narapidana Wanita
Pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan
merupakan suatu rangkaian proses dalam upaya mempersiapkan narapidana
kembali atau berintegrasi ke dalam masyarakat. Seluruh proses pembinaan
narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang
integral untuk mengembalikan Narapidana kepada masyarakat dengan bekal
kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula finansial
dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.16
Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harusdibedakan
dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena wanitamempunyai perbedaan
baik secara fisik maupun psikologis dengannarapidana pria. Hal ini diatur dalam
UU No. 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan pasal 12 ayat (1) dan (2):
Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPASdilakukan
penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c.lama pidana
yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai
dengan kebutuhan atau perkembanganpembinaan.
Ayat 2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita.
Berdasarkan ketentuan UU No. 12 tahun 1995 pasal 1 dan 2,
makadibuatlah LAPAS khusus untuk wanita.Tujuan didirikannya
LAPASwanita tersebut adalah untuk memisahkan antara
15Sahardjo, Pohon Beringin Pengayom Hukum Pantjasila/Manipo/Usdek, Pidato pada
Upacara Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas
Indonesia, (Jakarta: 1963), h. 36.
16Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di
Indonesia, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1982), h. 13.
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narapidana pria dengannarapidana wanita dengan alasan faktor
keamanan dan psikologis.
Adapun cara pambinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidanawanita
pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan LembagaPemasyarakatan pada
umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususandimana di Lembaga Pemasyarakatan
narapidana wanita diberikanpembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam,
kristik danmemasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum
wanita.Selainitu Lembaga Pemasyarakatan wanita juga memberikan cuti haid
baginarapidananya yang mengalami menstruasi.Dalam hal melakukanpekerjaan,
narapidana wanita diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringanjika dibandingkan
dengan narapidana laki-laki.Hal ini mengingat fisikwanita biasanya lebih lemah
jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.
Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut diatas,Lembaga
Pemasyarakatan wanita juga memberikan keterampilan lainberupa pelajaran PKK.
Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak merekakeluar dari Lembaga
Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyaiketerampilan sendiri sehingga dapat
menjadi manusia yang mandiri danberguna bagi diri sendiri, keluarga dan
masyarakat pada umumnya sertadapat bersosialisasi dengan masyarakat
disekitarnya.Sedangkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil
ataumenyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP No. 32 tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
BinaanPemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5
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Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamilatau
menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuaidengan
petunjuk dokter.
Ayat 3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPASataupun
yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahanatas petunjuk
dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
telahmencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau
sanakkeluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan
dibuatdalam satu berita acara.
Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS
dapatmenentukan makanan tambahan selain sebagaimana
dimaksuddalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam
rangka ilmu tersebut, untuk sampai pada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode
ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu
himpunan pengetahuan tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan
antara gejala yang satu dengan yang lain.1
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Field research, yaitu
penelitian lapangan yang di lakukan Pengamatan dengan metode wawancara,
observasi, serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) Kelas IIA Kabupaten Gowa. Karena Lembaga Pemasyarakatan yang
khusus melakukan pembinaan berlokasi di kabupaten Gowa. Jumlah kasus dan
intensitas keterlibatan wanita melakukan berbagai bentuk tindak pidana semuanya
ditampung pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa.
B. Metode Pendekatan
Pendekatan hukum yang dimaksudkan adalah pendekatan yuridis
normative (hukum positif) dan pendekatan yang meninjau dan menganalisa
masalah dengan menggunakan data kepustakaan melalui libraryresearch.
1Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,
2012), h. 45
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Penggunaan pendekatan normatif tentunya dengan alasan bahwa dalam penelitian
ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang
berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan  tinjauan hukum tehadap
pelaksanaan pembinaan  narapidana wanita di Lapas dalam usaha melaksanakan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
C. Jenis data
Jenis data yang digunakandalampenelitianyakni data primer dansekunder.
1. Data primer
Merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada
hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan
hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 TentangSyarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan.
e. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Data sekunder
Data yang berupa dokumen, referensi, dari berbagai buku atau informasi
dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.
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D. Metode Pengumpulan Data
Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat
diperolehnya data-data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang valid.
Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya diperlukan langkah-langkah dan
teknik tersendiri.
Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang
di teliti. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat
mengenai  pembinaan yang digunakan dalam membina para narapidana wanita,
dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap obyek dengan menggunakan
seluruh panca indera.
2. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula.2
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak, yaitu informal dan responden. Yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yaitu orang
yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.3
2Rachman,  Maman. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang:IKIP
(Semarang Press, 1999), h. 77.
3Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1988) h.115.
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E. Tekhnik Penentuan Sampel
Teknik penentuan sampel  dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti
dengan mencari key information (informasi kunci) ataupun responden kecil yang
dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.
F. Metode Pengolahan dan Analisa Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut
Soerjono Soekanto “Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata”.4 Hasil wawancara
dan studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif
untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu
kesimpulan.
4Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI Press, 1986), h. 31.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Aturan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa
1. Aturan Hukum Terdadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana
Wanita
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu
Nurmiati Lapabi. yang menduduki jabatan sebagai Kepala kegiatan kerja LPP
Bimbingan narapidana atau anak didik, dapat diketahui bahwa Peraturan-
Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas serta fungsi LAPAS Kelas IIA
Kabupaten Gowa1 adalah sebagai berikut.
a. Undang- Undang no 39. Tahun 1999 tentang HAM
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
c. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.
d. PP nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
e. SK Menteri Kehakiman No: M. 02-PK. 04.1990 tentang Pola
Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
Peraturan-Peraturan itulah yang dijadikan pedoman bagi petugas dalam
menjalankan tugas serta fungsinya dalam Pelaksanaan Pembinaan narapidana.
1Ibu Nurmiati Lapabi (54 Tahun), KASIE Kegiatan Kerja, di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kabupaten Gowa, Wawancara, Rabu, 01 Maret 2017
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Pada dasarnya, pemberian pembinaan di LAPAS wanita Kelas IIA
Kabupaten Gowa sudah mengacu pada prosedur yang ada salah satunya yaitu
UU Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan PP No. 31
Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Struktur adalah keseluruhan instisusi hukum beserta aparatnya, dalam
hal ini Petugas LAPAS Kelas IIA Kabupaten Gowa. Namun, pada
pelaksanaannya masih terdapat oknum petugas Lapas yang tidak melakukan
kerja sama terhadap instansi yang berwenang untuk membantu pembinaan
narapidana dalam menunjang efektifitas pembinaan keterampilan khususnya,
dan kekurangan alat dalam melaksanakan tugasnya.
Kurangnya pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan,
menyebakan pembinaan tidak dilakukan secara maksimal yakni masih
kurangnya kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan
di Bengkel Kerja.
Substansi adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan
norma hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis termasuk putusan
pengadilan. Mengacu pada Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan
diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini,
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Lembaga Pemasyarakatan bisa menjadikan seseorang menjadi lebih jahat lagi
atau bahkan menjadi seseorang yang lebih baik. Masih banyaknya mantan
narapidana yang kembali masuk ke LAPAS Kelas IIA Kabupaten Gowa,
menyebabkan tujuan dari sistem pemasyarakatan belum dapat terwujud
Dari ketiga elemen hukum baik struktur hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum masyarakat yang belum dapat terpenuhi, maka dapat diketahui
bahwa penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kabupaten Gowa belum efektif. Relevan dengan teori efektivitas hukum,
Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas
penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak
hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak
pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan2
Narapidana merupakan mereka yang melakukan tindak pidana dan
menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. meskipun mereka telah
melakukan tindak pidana, namun mereka tetap mempunyai hak yang wajib
mereka dapatkan serta wajib dihormati oleh siapapun.3 Dalam melakukan
pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang tidak terlepas
adalahpemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban
warga binaan pemasyarakatan adalah mentaati segala peraturan yang berlaku
di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hak-hak mereka antara lain, hak
2 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum,
(Bandung: Mandarmaju,2001) h.55.
3 Mangasa Sidabutar, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya
Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), h.17.
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mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang
layak, informasi dan sebagainya.
Dilaksanakan program pembinaan kepada warga binaan
pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa
adalah tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut dimana sesudah mereka
menjalani seluruh proses pembinaan di LAPAS dan telah dinyatakan bebas,
diharapkan mereka agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat
hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.
2. Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan
Pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan
sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh
sebab itu sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan,
pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan
untuk memulihkan kesatuan hubungan hak asasi antara individu warga binaan
dan masyarakat. Narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti
yang tersirat dalam pasal 5 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa
dalam pembinanaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan
pelayanan artinya baik narapidana wanita dan narapidana laki-laki mendapat
persamaan perlakuan.
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Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak seperti
dituangkan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan adalah sebagai berikut :
a. Hak untuk Beribadah
Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan
sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Ibadah
yang dilakukan oleh narapidana, dapat dilaksanakan di dalam ataupun di luar
lembaga pemasyarakatan.
Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini
adalah termasuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Proses
pendidikan dan pembibingan keagamaan, lembaga pemasyarakatan wajib
untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan
pembimbingan yang ditentukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.
Kepala lembaga pemasyarakatan dapat juga mengadakan kerja sama
dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu
memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan. Program
pendidikan dan bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana.
Berdasarkan analisa penyusun hak untuk ibadah sudah terpenuhi, dari hasil
wawancara bersama pak muhajir, memaparkan bahwa kegiatan pengajian dan
kegiatan ibadah lainya setiap hari kamis terlaksana dengan baik, hal ini akan
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membantu narapidana wanita untuk bisa lebih terbina dan terarah hidupnya
dengan cara memenuhi hak ibadahnya.4
b. Pendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani
Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.
Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna
melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam
pelaksanaanya, kepala lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan
instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan
rohani dan pendidikan budi pekerti.
Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana
meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian
perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
Pemberian-pemberian tersebut dilakukan segera setelah terpidana selesai
didaftar. Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani belum maksimal,
menurut penyusun karena fasilitas kamar mandi hanya satu tidak cukup jika
digunakan untuk perawatan jasmani, dan bimbingan budi pekerti tidak
maksimal karena masih ada sikap petugas yang kurang memberikan contoh
baik terhadap narapidana wanita.
c. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting
adalah. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas
4Muhajir (34 tahun), Pembinaan JFU (Jabatan Fungsional Umum) BIMASWAT
(Bimbingan  Pemasyarakatan dan Perawatan), di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten
Gowa, Wawancara, Kamis, 02 Maret 2017.
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pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam
hal dilaksnakannya pendidikan dan pengajaran kepala Lembaga
Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas
di bidang pendidikan dan kebudayaan, atau badan-badan kemasyarakatan yang
bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.
Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran yang di laksanakan di
dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun jika narapidana membutuhkan
pendidikan dan pengajaran yang lebih lanjut karena fasilitas yang tidak
tersedia di Lembaga Pemasyarakatan, maka program pendidikan dan
pengajaran dapat di lakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan.
Kurikulum yang di guanakan sebagai pedoman pendidikan dan
pengajaran adalah kurikulum yang sama yang berlaku pada lembaga
pendidikan sederajat. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran
merupakan tanggung jawab kepala lembaga pemasyarakatan. Setelah
menyelesaikan program pendidikan dan pengajaran, narapidana yang telah
menyelesaikan program tersebut berhak memperoleh surat tanda tamat belajar
dari instansi yang berwenang. Penyusun meganalisa sudah berjalan dengan
baik, karena hal ini sebagian bekerja sama dengan lembaga di luar dari
Lembaga Pemasyarakatan.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
a. Pelayanan kesehatan
Setiap narapidana wanita berhak memperoleh perawatan kesehatan
yang layak, perawatan kesehatan narapidana wanita dilakukan oleh dokter
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Lembaga Pemasyarakatan. Atas nasehat dokter, narapidana wanita juga
dapat dikirim ke rumah sakit umum atas ijin kepala Lembaga
Pemasyarakatan dengan pengawalan petugas dan jika diperlukan dengan
bantuan Polri.
Wawancara dengan narapidana N umur 41 tahun, yang mengatakan
bahwa kalau dirinya sakit maka akan mendapatkan perawatan di bagian
kesehatan. Disana dia diperlakukan dengan baik dan juga diberi obat-
obatan.
Hal serupa juga diungkapkan oleh pak muhajir, petugas JFU yang
mengatakan bahwa jika ada narapidana yang sakit, maka akan
mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Tersedia 2
tenaga dokter dan 1 tenaga perawat yang bertugas untuk melayani
narapidana yang sakit. Dalam hal pelayanan terhadap narapidana yang
sakit, pihak LAPAS selama ini bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit
dan Puskesmas setempat.5
b. Makanan yang layak
Setiap manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup.
Narapidana wanita adalah manusia yang sedang menjalani hukuman di
lembaga pemasyarakatan dan narapidana wanita membutuhkan makanan
untuk melangsungkan hidupnya.
Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman.
Bagi narapidana yang berkewargaan negara asing, dapat di berikan
5 Muhajir (34 tahun), Staf Pembinaan JFU (Jabatan Fungsional Umum) BIMASWAT
(Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan), di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten
Gowa, Wawancara, Senin, 06 Maret 2017
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makanan jenis lain yang sesuai dengan kebiasaan di negaranya atas
petunjuk dokter. Makanan jenis lain tersebut harganya tidak boleh
melampui 3/2 (tiga perdua) kali dari harga makanan yang telah di
tentukan bagi narapidana. Bagi narapidana wanita yang sedang sakit,
hamil menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan
tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan
petunjuk dokter. Makanan tambahan juga di berikan kepada anak dari
narapidana wanita yang dibawa ke lembaga pemasyarakatan ataupun
yang lahir di dalam lembaga pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter
hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun, maka anak
tersebut wajib keserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak
lain atas persetujuan ibunya.
Dalam hal pengelolaan makanan yang bertanggung jawab adalah
kepala lembaga pemasyarakatan, yang meliputi:
a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
b. Kebersiahan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan
gizi; dan
c. Pemilaharaan peralatan masak, makan dan minum.
e. Menyampaikan Keluhan.
Apabila ada narapidana yang mempunyai keluhan masalah, petugas
siap dan selalu terbuka dalam rnenerima keluh-kesah dan membantu mencari
solusinya. Seperti napi mempunyai masalah keluarga, masalah dengan sesama
penghuni ataupun masalah dengan petugas. Narapidana dapat rnenyampaikan
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semua keluhannya kepada petugas yang kemudian segera menyampaikan
kepada Kalapas. Kalapas wajib menerima dan menanggapi keluhan dimaksud,
serta memberikan petunjuk dan jalan keluarnya.
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kabupaten Gowa tersedia
layanan perpustakaan, narapidana di berikan kesempatan untuk mengunjungi
dan meminjam buku yang ada di perpustakaan, meskipun masih sangat
sederhana dan terbatas pada buku yang didapat atau diterima dari Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan. Disamping buku perpuskaan, narapidana juga dapat
membaca surat kabar atau majalah yang dibawa atau dikirim oleh keluarga.
Selain narapidana mendapatkan kesempatan untuk membaca media cetak,
narapidana juga diperbolehkan melihat dan mendengar media elektronik,
seperti radio dan televisi. Setiap blok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kabupaten Gowa tersedia satu buah televisi. Mereka dapat menikmati hal
tersebut pada saat siang hari atau pada saat mereka sedang tidak ada kegiatan
g. Hak untuk Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat Hukum, Orang Tertentu
Jadwal dibagi menjadi dua, untuk tahanan dan untuk Narapidana.
Khusus untuk tahanan dilaksankan pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat hanya
untuk sesi I. Terdapat dua sesi pada hari Selasa dan Kamis, yakni sesi I pukul
09.30 – 11.30 WIB serta sesi II pukul 13.30 – 15.30 WIB. Untuk Narapidana
dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada Sesi II. Pembagian sesi
sama dengan yang diberikan kepada tahanan. Pembagian antara Narapidana
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dan tahanan tersebut dikarenakan kurangnya ruang untuk penerimaan
kunjungan tersebut. Ruang untuk kunjungan diberikan ruang terbuka yang
disediakan terpal sebagai atap serta kursi-kursi. Kemudian dikarenakan
ruangan terbuka, banyak pula orang-orang dewasa yang merokok, sehingga
anak-anak dapat terkena asap tersebut. Ruangan ini kurang ramah untuk anak-
anak, selain itu tidak mengakomodasikan kebutuhan para warga binaan agar
dapat berinteraksi lebih dekat dengan anak mereka.6
h. Mendapat Remisi.
Pengurangan masa pidana atau remisi hanya diberikan kepada
narapidana yang telah mernenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur
dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, yang
antara lain bahwa narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani masa
pidana dan sudah diputuskan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
(TPP). Narapidana mendapatkan remisi setiap tahunnya sebanyak 2 kali yaitu,
remisi khusus dan remisi umum. Remisi umum diberikan setiap tanggal 17
Agustus dan remisi khusus setiap hari raya. Selain itu ada remisi tambahan
yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak
didik yang telah berbuat jasa kepada negara. Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa yang mendapat remisi.
i. Mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga.
Narapidana yang memenuhi syarat dan sudah dirapatkan melalui
sidang berhak mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga. Hal ini
6Ibu Nurmiati Lapabi (54 Tahun), KASIE Kegiatan Kerja, di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kabupaten Gowa, Wawancara, Senin, 06 Maret 2017
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sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK 04-10
Tahun 1999 Tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang
bebas. Wujud dan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten
Gowa belum ada realisasinya dikarenakan faktor lingkungan sekitar yang
kurang mendukung, dan narapidana yang mendapatkan cuti mengunjungi
keluarga berupa kesempatan mengunjungi keluarga selama 2 x 24 jam. Hal ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PK.04.02 Tahun
1991. namun pada kenyataannya kesempatan mengunjungi keluarga bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa kurang
berjalan dengan baik disebabkan oleh faktor keamanan yaitu, status penghuni
prioritas tahanan dan jurnlah pegawai yang kurang untuk mengawasi
narapidana yang akan cuti mengunjungi keluarga.
j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
Narapidana yang telah rnencapai 2/3 masa pidananya, setelah
dikurangi masa tahanan dan rernisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang
dari 9 bulan diberi kesempatan untuk mendapat pembebasan bersyarat dengan
memenuhi persyaratan antara lain, sudah dirapatkan dalam sidang TPP, ada
Litmas dan bapas dan surat jaminan dari keluarga, lurah ataupun camat.
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa yang
telah mendapatkan pembebasan bersyarat dari bulan januari sampai tanggal l
Desember 2016 berjumlah 26 orang.
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k. Mendapat cuti menjelang bebas.
Narapidana yang telah mendapat cuti menjelang bebas dari bulan
Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah 12 orang. Untuk
syarat yang harus dipenuhi hampir sama dengan pembebasan bersyarat dimana
narapidana tersebut telah rnenjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah
dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi
terakhir, paling lama 6 bulan.
l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak politik, hak memilih, dan hak
keperdataan lainnya. Baik politik dan hak memilih di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa. Hak politik bagi narapidana
adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
Sedangkan hak keperdataan lainnya, contohnya diberikan ijin keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa terhadap narapidana
untuk keperluan khusus, seperti keperluan menghadiri perkawinan anak laki-
laki maupun perempuan, menjenguk keluarga yang sakit keras di rumah sakit,
dan menghadiri pemakaman keluarga dekat yang meninggal.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pemberian hak-hak narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa, sudah berjalan
sesuai dengan prosedur namun fasilitas pendukung masih belum memadai,
seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nurmiati, beliau
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mengatakan bahwa hak- hak narapidana di LAPAS Kelas IIA Kabupaten
Gowa sudah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tetapi masih ada kendala mengenai pembinaan dengan narapidana
wanita dan terbatasnya petugas untuk melayani narapidana tersebut.7
Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan hak-hak narapidana wanita
pada lembaga pemasyarakatan belum menunjukkan pengaturan yang lebih
mengkhusus sehingga diperlukan Peraturan Menteri yang mengatur secara
khusus hak-hak daripada narapidana wanita.
Sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita
dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang tetap mengacu pada
peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kabupaten Gowa
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa sebagai
Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana Wanita merupakan wadah
untuk menampung Narapidana dan tahanan wanita untuk dididik dan dibina
berdasarkan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila dan kebijaksanaan
pemasyarakatan yang disimbolkan dalam bentuk pohon beringin
“PENGAYOMAN” Berbagai kebijakan pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
7 Indah  Dewi Kartika Sari (36 Tahun), KASUBSI Sarana Kerja Keterampilan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa, Hasil Wawancara, Selasa, 07 Maret 2017.
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Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan,
tanpa kecuali. Adapun hak-hak tersebut antara lain:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
d. Mendapat pelayanan kesahatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak      dilarang
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya
h. Mendapatkan pengurangan masa pidana
i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi
j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
k. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Di samping itu, bahwa tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya
tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman
masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa memasyarakatkan terpidana
dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan
berguna.
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Didin Sudirman mengemukakan, bahwa8 Balai pemasyarakatan
adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi pembimbingan kepada klien, yang meliputi:
a. Klien yang sedang melaksanakan proses pembinaan cuti
menjelang bebas;
b. Klien yang sedang melaksanakan proses pembinaan pembebasan
bersyarat
c. Anak sipil, anak Negara dan Narapidana anak.
Laporan penelitian kemasyarakatan mengemukakan bahwa riwayat
hidup klien yang menyangkut latar belakang sosial, ekonomi, kejiwaan,
sebab-sebab mengapa klien melakukan perbuatan melanggar hukum dan
lain-lain. Laporan ini penting dibuat oleh Petugas Lembaga
Pemasyarakatan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya
pembinaan bagi warga binaan.
Menurut Staf Bidang Pembinaan bahwa pembinaan yang
dilakukan terhadap narapidana wanita tidak dibedakan baik bagi
Narapidana jangka pendek maupun bagi narapidana jangka panjang.
Dalam pengertian tersebut bahwa tidak didasarkan atas jenis kejahatannya,
umur maupun lamanya hukuman.
8 Didin sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia. (Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa. 2007), h. 19.
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Adapun bentuk-bentuk kegiatan sebagai pelaksanaan pembinaan
Narapidana wanita, lebih berorientasi pada keterampinaan dan pembinaan
kerohanian. Berdasarkan data penelitian data dokumen yang terhimpun di
LAPAS Wanita Kabupaten Gowa 2017, kegiatan yang bersifat kerampilan
sesuai kodrat wanita dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penjahitan baju
2. Kegiatan Kebun
3. Tata Boga
4. Kegiatan Rajutan
5. Kegiatan keterampilan menata rambut (salon),
Dari Kegiatan tersebut di atas yang bersifat produk unggulan yaitu
Kegiatan tata boga dengan pembuatan krupuk dari IkanLele dengan hasil
keuntungan nilai jual, Rp 400.000 ribu perhari tahun 2017.9
Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Kabupaten Gowa, bahwa dilaksanakan secara
bersama-sama, tidak secara berkelompok kegiatan dari yang dilaksanakan
Tahun 2017. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana membentuk
keterampilan bagi Narapidana wanita karena pada umumnya tidak
memiliki pekerjaan tetap dan kondisi ini berpotensi untuk termotivasi
dalam berbagai tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu,
berdasarkan hasil wawancara pada warga binaan (Narapidana wanita) pada
9 Indah  Dewi Kartika Sari (36 Tahun), KASUBSI Sarana Kerja, di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Gowa, Wawancara, Selasa, 07 Maret 2017.
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umumnya memiliki persepsi yang sama bahwa selama dalam pembinaan
di Lembaga Pemasyarakatan telah memperoleh berbagai bentuk kegiatan
keterampilan yang sangat bermanfaat jika kelak selesai menjalani
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula warga binaan
menghendaki agar pemerintah bisa memberikan dukungan modal kerja
agar keterampilan yang didapat selama menjadi warga binaan dapat
memberikan sumber penghasilan dalam menunjang kehidupannya kelak.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagai mana telah dikemukakan diatas, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada dasarnya, pemberian pembinaan di LAPAS wanita Kelas IIA
Kabupaten Gowa sudah mengacu pada prosedur yang ada, salah satunya
yaitu UU No. 12 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian
Pembinaan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan.
2. Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA
di Kabupaten Gowa, telah terlaksana melalui program-progran yang ada,
antara lain: Program keterampilan Kegiatan Penjahitan baju, Kegiatan
Kebun, Tata Boga, Kegiatan Rajutan, Kegiatan keterampilan menata
rambut (salon).
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B. Implikasi Penelitian
Dalam pembinaan narapidana wanita untuk peningkatan dan
perkembangan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait
seperti Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga diperoleh
keseimbangan kegiatan yang ada di LAPAS. Dan perlindungan narapidana wanita
secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya  maupun
sistem pembinaan. Demikian pula warga binaan menghendaki agar pemerintah
bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan promosi dan perizinan
dukungan modal kerja agar keterampilan yang didapat selama menjadi warga
binaan dapat memberikan sumber penghasilan dalam menunjang kehidupannya
kelak. khususnya wanita yang melaksanakan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kabupaten Gowa.
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